KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Menglngat

a2

NOMOR |l TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM

KABUPATEN BALANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

behwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermuty, perlu memberikan kKesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan satugn pendidikan madrasah sesuai
dengan standar nasional pendidikan;

hehwa madrasah yang fercantum di bawah ini @wlah
memenuhi persvaratan administall, weknis, dan kelayakan
vang wlah ditetapkan,

balhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarm huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kepulusan
Kepala Kantor Wilayahlh Kemenierian Agama Provinsi
Kalimantan Selatan tentang Pemberian [2in Pendirian
Kaudhatul Athfal Miftahul Ulum Kabuparen Balangan:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301},

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Doscn (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tehun 2005
Nomor |57, Tambshan Lembamun Negamma Eepublik
Indonesia Nomor 4586];

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Trhun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan| Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana tolah
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diuhat dengan Peraturan Pemerinigh Nomoo 832 Tahun
2013 rentang Peruhahan atas Peraluran Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
[Lembaran Negura Republiz Indonesiz Tahun 2013 Nomaor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5410y,

Peraturan Pemerinlah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Helajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomar 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lemlkuoun Negara  Repubiik
Indenesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesis
Nomor 494 1};

Peraturan Pemeérintah Nomwor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2130) schagaimana felah  diubalt  dengan | Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelplaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lemnburan
Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomeor 112,
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor
5157):

Feraluran Menteri Fendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007  rtentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Muadrasah Alivah;

Peraturan Menteri Agama Nomeor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompectensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahase Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Peluyanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota sehagaimana  telah  diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perstursn Mented
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kots;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Asama
Islam pada Sckolah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun



Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2012 temang Pengawas Madrasan dan Perigawas
Fendidikan Agama Islam pada Sekolah:

12, TPeraturan Menteri Agama Nomor 90 Tatiurn 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

: 1. Nolte Dinas Pertimbangan dan Kepala Ridang Pendidikan

Madrasah Kantor Wilayuh kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Sslatan Nomor :  Kw, 174/5/PP.O1.1/5940
/2016 Tanggal 9 Pebruas 2016;

kekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

I3

Kabupaten Balangan Nomor :
Kd.17.13/2/PP.00.5/1463/2015 Tangeal 19 Nopember
2015.

MEMUTUSKAN:

: KEPFUTUSAN HKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
MIFTAHUL ULUM KABUPATEN BALANGAN

 Memiberikan  izin  uperasions] pendirian  satusn pendidikan

madrasah vang diselenggarakan oleh masyarakat kepada
madrasah  sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fang
merupakan bagian tdak terpisalikan dari Keputusan ini.

- lzin  operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU diberlkan untuk  jangka wakiu 5 (luna) talan
terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya
Keputusan (ni.

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah WATE

bersangkutan wajib melakakan kegiatan scbagai berikut:

8. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Apama VENg momuar paling
sedilat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan polaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan lenaga kependidikan: dan

b: meneajukan pendaftaran vigitsgi akreditzs
sckolah/madrasali kepada BAP-S/M sesuai  ketentuan
peraturant perundang-undangan.



hEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETULILIH

- Dlalam  tal laporan perkembangan madrasah scb&gaunaqa

dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai memuaskan
dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebmgaimana dimaksud  dalam  DIKTUM  KESATU  Letap
diberikin

:Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a digilai kurang
memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud
DIKTUM KETIGA hurul b Hdak mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional scbagaimana dimaksud daiam DIKTUM
KESATU dieabut scsual  dengan ketentuan | peraturan
perundang-undangan.

! Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya, jika ternyatz dikemudian hari terdapat kekeéliruan
dalam kepulusan ind,

t keputusan imi diberikan kepada madrasah yang bersangkutan

unfuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 1 Maret 2016

n: "MENTERI AGAMA R
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR | WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR WY TAIIUN 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM
KABUPATEN BALANGAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah | RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM
: £

MNomor Statistil Madrasah 181263110007

Alamial Madrasah J1 Gunurg Pandana BT 01

Desa/Kelurahan Lamida Bawah
Kecamaman Parngin
- Kabupaten Balangan
| Provinsi Kallmantan Selatan |

| Wauma Cregsnisasi Penyelengsara | Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Lamida
| Bawah Paringin

Alcte Notaris Organisasi AHU-0001217.A11.01.04 Tahun 2015
Penyelengaars

Penpesahan Akte Notaris ‘ SK MENKUMIIAM RI Tanggal 28 Januari
Orpanisasi Penyelengeira i 2015

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 1 Maret 2016
2.n. MENTER]I AGAMA RI
:’ KEPALA KANTOR WILAYAII

-'_'?“ PRO 1 AN SELATAN
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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RA
Nomor: Kw.17.4/5/RA/6/2016

Diberikan kepada:
MNama Madrasah : Raudhatul Athfal Miftahul Ulam

Alarat 1 JL Gunung Pandan BT 01

Desay Keluralian : Lamida Bawah
Kecamatan ¢ Paringin
Kabupaten fKola : Balangan

Provinsi : Kalimantan Selatan

Penyelenggara Madrasah : Yauyasan Pendidikan Miftahul Ulum
Lamida Bawah Paringin

Alcie Notaris Penyelenggara : AHU-DOO1217.AH.01.04 Tahun 2015

Pengesahan Akte Notaris o 3K MENKUMHAM RI
Tengpsl 28 Januar 2015

Dengen Nomor Statistik Madrasah (NSM):
|1u]1|21513|1|1|-::-iulu|7|
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;=Bamgarmasin, 1 Maret 2016
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